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PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WLAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WLAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI PENGADITAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

lvlenimbang a. Bahwa Pembangunan Zona lntegritas di Lingkungan Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan petunjuk pelaksanaan

untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan fokus
pada tujuan, sasaran dan indikator pencapaian dalam mewujudkan

Wlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK,/WBBM)di Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakartai

b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan

Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBKWBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakimanl

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi,

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak

Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun '1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20'14 tentang Aparatur Sipil

Negara;

8. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan KoruPSi;

9. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsii

1O- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona lntegritas lvlenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayanidi Lingkungan lnstansi Pemerintah;
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lvlemperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor :

754lKMtuSl(/lV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

dan Pembangunan zona Integritas di Lingkungan lrahkamah Agung

dan Badan Peradilan di BawahnYa;

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBt(WBBtul) di Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta;

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona lntegritas pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terlampir;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan inii

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal . ll Januari 2021

XETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,

IRHAMTO, S.H.
NtP. '19550223 198603 1 004
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PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNANZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USATIA NEGARA JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasiyang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

merupakan salah saiu laingkah iwal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan

vano 
' 
transoaran. akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan

vi"g priri'bagr masyarakat. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran utama yaitu: (i)

6"nl'ndx"t"n kipasitai dan akuntibiliias kelembagaan; (ii) pengadilan yang bersih dan

6ebas- KKN; iiii) serta peningkatan pelayanan publik' Dalam rangka mempercepat

oencaoaian sasaran tersebut, perlu upaya konkret yaitu melaksanakan program reformasi

Lirot<risi paoa PTUN Jakarla melalui upaya pembangunan zona integritas' Terkait dengan

itu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi telah

menet"pkan pedoman pembangunan Zona lntegrilas melalui- Peraturan Menteri

i"rL"ia"yr"n Aparatur NegarJ dan Reformasi Birokrasi No52Tahun2014 tentang

i"Jo."n 'e"ru"ngunan zon; lntegritas menuiu Wlayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

a,roii"ii a""in dan I'lelayani di Instansi Pemerintah' Untuk lebih memfokuskan

p"f"i.""""n pembangunan Z;na lntegritas diPTUN Jakarta, maka perlu disusun petunjuk

pelaksanaannya

B. Maksud dan Tuiuan

Petunjuk pelaksanaan dimaksudkan sebagai acu€n- pelaksanaan 
.bagi 

PTUN Jakarta dalam

*"r6"ngrn Zona lntegritas menulu WaK/wBB[rt Fokus pembangunan pada 6 (enam)

,ip"i v,it "i 
(i)mana,e;en perubahan, (ii) penataan tata laksana: (rii) penataan manajemen

SOtvt; (iv) penduatan pengawasan; (v) penguatan akuntabilitas kinerja;dan (vi) peningkatan

[r"iit"'t 'rlirvinrn iuutii. eemoingunan keenam aspek tersebut mengarah pada

p"r""p"f'"" iornponen hasil yaitu te-rwuludnya peradilan yang bersrh dan bebas KKN

serta meningkatnya kualitas pelayanan publik'

C. Ruang Lingkup

Petunruk pelaksanaan rni melipuh. penajaman tenlang lujuan target

keberfiasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan zona

terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil'

dan indikator
lntegritas yang

D. Pengertian Umum

Dalam petunjuk pelaksanaan iniyang dimaksud dengan:

1. Zona lntegritas (Zl) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

;emerintahan-/lembaqa vang pimpinan dan ii;arannya mempunyai kom men untuk

;;;;;i;; " 
wBKina6M 

" nlerarui rerormisi birokrasi khususnva dalam hal

."-i".i"t"n koruosi dan peningkalan kuahtas pelayanan pub[k

z iirii-r"i, ri"i,rJ a:J,i ro.pli twirt "ortah 
predikat yang diberikan.kepada suatu unit

- i",t;y*g memenuhi sebaglan besar manajemen perubahan penataan tata laksana'



B Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas dari KKN serta

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Jakarta.

t\ Januari 2021

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA'

S.H.
NtP. 19650223 198603 ',l 004

Tujuan Tarqet lndrkator Keberhasilan

Pembangunan Zl menuju
WBK/VVBBI\4

a. Terwujudnya
Pengadilan Yang
bersih dan bebas
dari KKN

b. Terwujudnya
peningkatan
kualitas Publik

a. Nilai persepsi
(survey eksternal)

b Presentase
Penyelesaian TLHP

c Nilai persepsi
kualitas pelayanan
(survey eksternal)


